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WALIKOTA TANJUNGBALAI
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN WALIKOTA TANJUNGBALAI

NOMOR : 48 TAHUN 2020

T E N T A N G

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KOTA TANJUNGBALAI TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TANJUNGBALAI,

a. bahwa memenuhi ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 02 Tahun 2020 tentang
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 perlu ditetapkan
Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tanjungbalai Tahun Anggaran 2020
sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020;

Menimbang :

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan dengan Peraturan
Walikota.
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A
Undang-Undang Nomor 9 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Kecil Dalam
Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 60,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

O
1.Mengingat

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2 .

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

Undang-UndangNomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas,, Sistem Keuangan Untuk
Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan /atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman
Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6485);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
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10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2016 Nomor 5887, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan
Lembaran Negara Republik Nomor 6041);

12 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

13. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 322);

14. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun
2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah
Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);

17. Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Daerah Kota Tanjungbalai Tahun 2009 Nomor 4);

18. Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota
Tanjungbalai (Lembaran Daerah Kota Tanjungbalai Tahun 2016 Nomor 6);

19. Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 8 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Tanjungbalai Tahun 2019 Nomor 8);
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MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN
DAERAH KOTA TANJUNGBALAI TAHUN ANGGARAN 2020

PENDAPATAN DAN BELANJA

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tanjungbalai Tahun Anggaran 2020 terdiri dari :

1. Pendapatan

a. Pendapatan Semula
b. Bertambah/ (berkurang)

Rp. 672.619.944.688,-
Rp. (29.560.544.143.34)

Jumlah Pendapatan setelah Perubahan Rp. 643.059.400.544,66

2. Belanja

a. Belanja Semula
b. Bertambah/ (berkurang)

Rp 741.819.944.688,-
Rp (99.715.899.441.501

Jumlah Belanja setelah Perubahan Rp. 642.104.045.246,50

Surplus/ (Defisit) setelah Perubahan
Rp. 955.355.298,16

3. Pembiayaan

a. Penerimaan
1.Semula
2.Bertambah/ (berkurang)
Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah Perubahan

Rp 73.500.000.000,-
Rp. (71.155.355.298.161
Rp. 2.344.644.701,84

b.Pengeluaran
1.Semula
2.Bertambah/ (Berkurang)
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah Perubahan

Rp 4.300.000.000,-
Rp (1.000.000.000 -1
Rp. 3.300.000.000,-
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Jumlah Pembiayaan Netto Setelah Perubahan
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tahun berkenaan

Rp. (955.355.298,16)
Rp 0,-

Pasal 2
Ringkasan Perubahan Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I Peraturan Walikota ini.

Pasal 3
Perubahan Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam Lampiran II Peraturan Walikota ini .

Pasal 4

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 5

Pelaksanaan penjabaran Perubahan APBD yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan
Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

(1) Dalam hal pendapatan daerah yang berasal dari dana transfer bersifat khusus dari Pemerintah setelah Peraturan Daerah ini mulai
berlaku, Pemerintah Kota dapat melakukan perubahan Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD Kota Tanjungbalai mendahului
Perubahan APBD dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD Kota Tanjungbalai.

(2) Perubahan Peraturan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD
Kota Tanjungbalai atau dicantumkan dalam Laporan Realisasi Anggaran ketika tidak melakukan Perubahan APBD.
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Pasal 7

(1) Dalam keadaan darurat Pemerintah Kota dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnyadiusulkan dalam Rancangan Perubahan APBD, dan/atau disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.
(2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut :a. Bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Kota Tanjungbalai dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya.b. Tidak diharapkan terjadi secara berulang

c. Berada diluar kendali dan pengaruh Pemerintah Kota; dan
d. Memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.

(3) Selain keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pula belanja untuk keperluan mendesak yang kriterianyamencakup:
a. Program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;b. Keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah KotaTanjungbalai dan masyarakat; dan
c. Program dan kegiatan lainyang anggarannya harus tersedia dalam tahun anggaran berjalan.

(4) Pendanaan keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya dapat menggunakan belanja tidak terduga.
(5) Dalam hal belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak mencukupi dapat dilakukan;a. Menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian target kineija program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaranberjalan; dan/atau

b. Memanfaatkan uang kas yang tersedia

Pasal 8

(1) Pendanaan keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (4) dapat dilakukan dengan menggunakan belanja tidakterduga secara langsung dan/atau melakukan pergeseran dari belanja tidak terduga menjadi belanja langsung yang berbentukprogram dan kegiatan pada SKPD.
(2) Pelaksanaan pengeluaran belanja tidak terduga secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu ditetapkandengan Peraturan Walikota.
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(3) Pelaksanaan pengeluaran belanja tidak terduga dengan cara melakukan pergeseran dari belanja tidak terduga menjadi belanja

langsung yang berbentuk program dan kegiatan pada SKPD, terlebih dahulu ditetapkan dalam Peraturan Walikota dengan merubah
Peraturan Walikota tentang Perubahan Penjabaran APBD/Perubahan APBD.

Pasal 9

(1) Pendanaan keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (3) yang besarannya kurang dari atau sama dengan 50% dari
total anggaran belanja tidak terduga cukup dilaporkan pada DPRD Kota Tanjungbalai.

(2) Pendanaan keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang besarannya lebih dari 50% dari total anggaran belanja tidak
terduga harus mendapat persetujuan dari DPRD.

(3) Pendanaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (5) diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-Dokumen Pelaksanaan
Perubahan Anggaran (DPPA) SKPD dan ditampung dalam Perubahan APBD atau RKA-DPPA SKPD dan disampaikan dalam Laporan
Realisasi Anggaran.

(4) Pelaksanaan penanganan keadaan darurat yang dilakukan sebelum perubahan APBD, diusulkan dalam Rancangan Perubahan APBD
dan dituangkan dalam DPPA SKPD, sedangkan bila dilakukan setelah APBD disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.
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Pasal 10

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kota Tanjungbalai.

Ditetapkan di Tanjungbalai
pada tanggal 0(> Oktober 2020

Pjs. WALIKOTA TANJUNGBALAI,

M. ISMAEL P. SINAGA

Diundangkan di Tanjungbalai
pada tanggal <?£ Oktober 2020

DAERAH KOTA TANJUNGBALAISEKR]
PARAF SEKDA

ASiSTENt

KABAN
YUSMADA

KABAGHUKUMDANHAM

SEKRETARiS

BERITA DAERAH KOTA TANJUNGBALAI TAHUN 2020 NOMOR A?. KABID


